
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
        DAERAH NUSA TENGGARA BARAT 
                RESORT LOMBOK TIMUR 
 

DATAR PIRANTI LUNAK 
SATBINMAS RES LOTIM TAHUN 2017 

 

NO JENIS NOMOR/TAHUN TENTANG JUMLAH  KET 

1 KEP NO 733 THN1992 METODE PEMECAHAN PERMASALAHAN BIDANG SOSPOL ABRI 1  

2 JUKLAK NO  14 THN  1997 PENGAMANAN PUNA PEMILU 1  

3 BUKU SAKU TAHUN 2003 BUKU SAKU PEMILU THN 2004 1  

4 BUKU TAHUN 2005 BUKU PANDUAN PESERTA GELAS OPSNAL DAN BIN POLDA NTB 1  

5 SKEP NO 829 TH 2005 PEDOMAN PEMBINAAN SATUAN PENGAMANAN 1  

6 PERKAP NO 31 THN 2006 TATA CARA PENGUMPULAN PENDAPAT MASYARAKAT 1  

7 PERKAP NO18 TH 2006 PELATYIHAN DAN KURIKULUM SATUAN PENGAMANAN   

8 PERKAP NO 17 TH 2006 PEDOMAN PEMBINAAN BADAN UASAHA JASA PENGAMANAN 1  

9 PERKAP NO 30 THN 2006 PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PELASKANAAN FORUM 
SILATURAHMI KEMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 

1  

10 BUKU TAHUN 2007 PANDUAN PENGGUNAAN WEBSITE/SITUS FUNGSI BINMAS 1  

11 PERKAP PERKAP NO 15 TH 2007 NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

1  

12 PERKAP NO 24 THN 2007 SISTEM MANAJEMEN PENGAMNAN ORGANISASI PERUSAHAAN 
DAN ATAU INSTANSI LEMBAGA PEMERINTAH 

1  

13 PERKAP NO07 THN 2008 PEDOMAN DASAR STRATEGI DAN IMPLEMENTASI PEMOLISIAN 
MASYARAKAT DLM PENYELENGGARAAN TUGAS POLRI 

1  

14 BUKU TAHUN 2008 HIMBAUAN TTG PEMILU THN 2009 DAN PETUNJUK PELAKS DI 
LINGK POLRI 

1  

15 PERKAP TAHUN 2008 PERAURABN POERUNDANGAN BERKAITAN DENGAN TUGAS 
POLRI JILID 

1  

16 SKEP NO 558  TH 2009 NASKAH SEMENTARA BUKU PEDOMAN PELASK SISTIM 
PELAPORANPOLMAS 

1  
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17 SKEP NO 507  TH2009 PEDOMAN PELAKS STANDAR PENERAPAN POLMAS 1  

18 PERKAP NO 08 THN 2009 IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA 
DALAM PENYELENGGARAN TUGAS POLRI 

1  

19 SKEP NO 591 TH 2009 PEDOMAN SPESIFIKASI TEHNIS SERAGAM DAN ATRIBUT 
SATUAN PENGAMANAN 

1  

20 PERKAP NO 14 THN 2009 PEDOMAN PENERBITAN DAN PEMBUATAN KARTU ANGGOTA 
DAN TANDA KEWENANANGAN KEPOLISIAN KHUSUS 

1  

21 PERKAP NO 23 THN 2010 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA CARA PADA TGKT 
KEPOLISIAN RESOR DAN SEKTOR 

1  

22 PERKAP NO 24 THN 2010 TATA CARA PELAKS AUDIT UTK PENERBITAN SURAT 
REKOMENDASI DAN SURAT IJIN OPERASIONAL BADAN USAHA 
JASA PENGAMANAN 

1  

23 KEP NO 35  TH2011 PEDOMAN PELAKS PEMBINAAN KETERITBAN MASYARAKAT 1  

24 PERKAP NO 2 THN 2014 PEMBINAAN TEHNIS KEPOLISIAN KHUSUS 1  

25 PERKAP NO 03 THN 2015 PEMOLISIAN MASYARAKAT 1  

26 BUKU NO 8 THN 1981  TTG KUHAP 1  

27 BUKU  NO 54a THN 2000 EJAAN BAHASA INDONESIA YANG DISEMPURNAKAN 1  

28 BUKU NO 32 TH 2002 PERLINDUNGAN ANAK 1  

29 KEP NO TH 2003 PPNS 1  

30 UU NO 5 THN 2004 MAHKAMA AGUNG 1  

31 UU NO 23 THN 2004 PENGHAPUSAN KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA 1  

32 PERKAP NO 17 TH 2006 PEDOMAN PEMBINAAN BUJP 1  

33 PERKAP NO 17 TH 2007 NASKAH DINAS DILINGK POLRI 1  

34 PERKAP NO 7 TH 2008 PEDOMAN DASAR DAN IMPLEMENTASI PEMOLISIAN MASY. 1  

35 UU NO 35 THN 2009 NARKOTIKA 1  

36 PERKAP NO 8 TH 2009 IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAM DLM 
PENYELENGGARAAN TUGAS POLRI 

1  
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37 PER PRES NO 52 TH 2010 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA POLRI 1  

38 PERMENDAG
RI 

NO 26 THN 2010 PENGGUNAAN SENPI BAGI SAT POL PP 1  

39 PERPRES NO 23 TH 2010 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 1  

40 STR NO 153 THN 2015 PENGGUNAAN DUK OPS BHABINKAMTIBMAS 1  

41 STR NO 231 TH 2015 RINCIAN PERWABKU PENGGUNAAN DUK OPS 
BHABINKAMTIBMAS 

1  

42 BUKU NO 3520 TH 2016 JUKRAH NASKAH DINAS 1  

43 KEP NO 580 TH 2016 PETUNJUK PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WIL 
BEBAS KORUPSI DAN BIROKRASI 

1  

44 UU NO 35 TH 2009   UNDANG-UNDANG NARKOTIKA 1  

45 PERPRES NO 23 TH 2010 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 1  

46 SKEP NO 1665 TH 2001 JUK ADS TTG PENGURUSAN PENGHASILAN PERSONEL DI 
LINGK POLRI 

1  

47 BUKU TAHUN 2010 HIMPUNAN PERKAP KAPOLRI BIDANG PEMBINAAN TH 2008-
2010 

1  

48 PERKAP NO 8 THN 2010 TATA CARA LINTAS GANTI DAN CARA BERTINDAK DALAM 
PENANGGULANGAN HURU HARA 

1  

49 PERKAP NO 15 THN 2015 TATA CARA PEMBERHENTIAN SEMENTYARA DARI JABATAN 
DINAS POLRI 

1  

50 PERKAP NO 14 THN 2012 MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA 1  

51 PERKAP NO 2 THN 2016 PENYELENGGARAAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI 1  

52 UU NO 23 THN 2002 UNDANG-UNDANG RI TTG PERLINDUNGAN ANAK 1  

53 UU NO 36 THN 2009 UNDANG-UNDANG RI TENTANG KESEHATAN 1  

54 UU NO 2 THN 2002 UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN RI 1  

55 UU NO 13 TH 2006 PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 1  

56 UU NO 13 THN 2003 KETENAGA KERJAAN 1  

57 UU NO 31 THN 1999 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 1  
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58 UU NO TAHUN 2002 KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 1  

59 UU NO 12 THN 2010 GERAKAN PRAMUKA 1  

60 UU NO 11 THN 2008 INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 1  

61 KEP NO 313 THN 2010 KODE KLARIFIKASI ARSIP KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA 

1  

62 BUKU NO 4 THN 2017 PENGGUNAAN SINGKATAN DAN AKRONIM UTK PEMBUATAN 
SURAT TELEGRAM DI LINGKUNGAN POLRI 

1  

63 PERKAP NO 07 THN 2017 NASKAH DINAS DAN TATA PERSURATAN DINAS 
DILINGKUNGAN POLRI 

1  

 
Selong,  02 Januari  2017 

KASAT BINMAS 
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